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ABSTRAK

Nurfajri Hasbullah. Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis
Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VI111/MUI/2010/Nikah Wisata).

Nikah wisata merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan
memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan
dan/atau disepakati untuk sementara semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan
selama dalam wisata/perjalanan. Nikah wisata masih diperdebatkan hukumnya oleh
para ulama, ada yang setuju dengan pernikahan tersebut dan banyak yang tidak
setuju. MUI telah memfatwakan ketidakbolehan nikah wisata, karena nikah wisata
diibaratkan hampir sama dengan nikah mut’ah.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library
research) yang pendekatan penelitiannya adalah pendekatan teologis normatif yang
merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan
yang bertolak dari suatu keyakinan, bahwaswujud empirik dari suatu: keagamaan
dianggap sebagai yang paling benar. dibandingkan dengan yang lain. Dengan
demikian objek materialnya adalah produk pemikiran hukum Islam berupa hasil-hasil
fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI mengenai hukum keluarga. Selain
itu, penelitian ini; juga menggunakan pendekatan yuridis 'yang merupakan
pemahaman agama Islam secara hukum menurut Islam. Hukum yang dipakai umat
Islam adalah berdasarkan al-Qur’an dan wahyu yang diturunkan Allah kepada para
Nabi. Islam mengajarkan manusia untuk mentaati peraturan, sedangkan peraturan
merupakan hukum itu sendiri. Kemudian pendekatan sosiologis, merupakan sebuah
kajian ilmu yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang
satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendekatan
sosiologl merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu
sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu
dengan yang lain, atau antara keompok yang-satu dengan yang lain. Oleh karena itu,
pendekatan sosiologis berupaya mengkaji pengaruh konteks sosial masyarakat
terhadap fatwa keagamaan yang dikeluarkan MUI.

Hasil dari teori penelitian ini yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa MUI
tentang | nikah wisata merupakan fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat bahwa nikah wisata adalah ' pernikahan yang
hukumnya haram, fatwa tersebutisesuai dengan kaidahrhukum Islam yaittu magashid
al-syariah (tujuan hukum Islam)‘karena fatwa tentang=nikah wisata merupakan salah
satu upaya agar tidak menghilangkan nasab seorang anak.

Kata Kunci: Pembaruan, Fatwa MUI, Nikah Wisata
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
\ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba B Be
o ta T Te
< sa 5 es (dengan titik di atas)
z jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha Kh ka dan ha
2 dal D De
) zal z zet (dengan titik di atas)
D) ra R Er
J zai 4 Zet
S sin S Es
o syin Sy es dan ye
o sad S es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
bR ta t te (dengan titik di bawah)
BN za z zet (dengan titik di bawah)
e ‘ain ¢ apostrof terbalik
¢ gain G Ge
s fa F Ef
3 qaf Q Qi
él kaf K Ka
J lam L El
e mim M Em
¥ nun N En
B wau W We
-4 ha H Ha
¢ hamzah ’ apostrof
S ya Y Ye

Xiv



Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti

atau monoftong dan vokal r

sa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

upa tanda atau harakat,

transliterasinya seb

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& fathah dan ya’ ai adan i
> fathah dan wau au adanu
Y
Contoh:
‘—‘:‘5 . kaifa
d}l : haula

XV
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3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
¢ .|V .. | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
g dammah dan wau u u dan garis di atas

4.
yang hidup
atau m adalah [t].
Sedang 1sliterasinya
adalah

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka fa’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Q\slay\ Ba3) - raudah al-atfal

XVi
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& AL\l 489400+ a/madinah al-fadilab
SRR : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid ( ~ ), dalam tr

huruf (konsonan ganda) yang ¢

asi ini dilambangkan dengan perulangan

Contoh:

P
]

sydid di akhir sebuah kata uruf kasrah

(&=—), dltranshtera huruf enjadi i.
: ‘Al (bukanm

-+ Arab (ke ATeb S, afau Arkby) =

n Arab dilambangkan dengan huruf J) (alif

lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

Kata sandang dalam sistem tulis

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).

XVii
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M‘ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
EJ)-BM . al-zalzalah (az-zalzalah)

& Al - a7 mlsatan

SU arbitadu
7. Hamzah
Aturan tran (’) hanya berlaku bagi
hamza i etak di awal
kata, ia
8. P lalam Bahasa ia
ditransliterasi adala istilah atau
kalimat tau kalimat
yang s onesia, atau
sering « lalam dunia
akademi di atas. Misalnya,

kata al-Qur’an (dari a/-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

xviii
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9. Laf al-Jalalah (V)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

A (33 dinuliah A

ir kata ya an kepada /afz al-jalalah,

t]. Contoh:

Arab tidak mengenal i aps), dalam
translite : tersebut dikenai keten naan huruf
kapital : n ejaan Bahasa Indone D). Huruf
kapital, untuk menuliskan hur ng, tempat,
bulan) a pada permulaan kalimat. Bila nama ahului oleh
kata sa 3 is. deng awal nama

diri ters % % : a. Ji , al kalimat,

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

XiX
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Al-Gazali
Al-Mungqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam r pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

] Nagr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,

Nasr Hamid Abu)
swt. uwata‘ala
saw. u ‘alaihi wa sallam
a.s. /-salam
H Hijrah
M Masehi '
SM Sebelum Mas
1.
w.
QS.../...4 = QS al-Bagarah/2: 4jatau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR = Hadis Riwayat

XX
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Pembaruan hukum dalam arti perubahan atau penyesuaian hukum dengan

konteks zamannya merupakan keni anyak pemikiran ulama dalam bidang

hukum bahkan pertentangan dalam
menetapkan hukum kat. Namun, pembaruan

dalam fatwa ulama

atwa di Indonesia, Maje MUI) telah
k tahun 1975 hingga ta
ini tela nyak fatwa dalam berba
alam bidang inan yang

odatif dan t

inan adalah jan seorang
rga (rumah

Maha Esa

'Rahmawati, Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam
di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010 (Cet. I; Yogyakarta: Pusaka
Almaida, 2015), h. 1-2.

’Libertus Jehani, Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri,
(Jakarta; Rana Pustaka, 2012), h.1.
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Pernikahan merupakan suatu akad yang mengatur hubungan antara manusia
dengan sesamanya menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, serta hak kewajiban
diantara keduanya. Akad merupakan aturan yang paling penting dalam kehidupan

bermasyarakat dan paling mengandung resiko bagi pribadi seseorang maupun dalam

kehidupan sehari-hari. Jika seseo am perkawinannya baik. Maka dalam

menjalankan roda kehidupa a. Justru sebaliknya, apabila dia
gagal membina rum )8 mendapatkan masalah.?

ecuali dengan kelestarian

perkaw gama Islam.

Karena, i ; 3 uh manusia.

Hanya ¢ sia dapat melangsungk
tang, manusia suda bentuk
hannya tidak menginda pekerti dan
rasa Mmé - n nilai-nilai moral, menca ri manusia.
mereka m dengan bi yang tidak
hlak, karen perkawinan lah sebatas
Dan tidak jawab terhac eriataupun
PAREPARE
of: s di bawah

’

ulan diantara

keduanya, maka melalui jalan pernikahan agama membolehkannya untuk saling

*Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2010), h.9.

*Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 374.

*Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fikih Cinta Kasih dan Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga,
(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 5.
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menapaki kehidupan ini. Sebab, perkawinan merupakan kebijaksanaan tertinggi lagi
mulia, dan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan sebagai sarana untuk

ketenangan jiwa serta menjaga kesucian diri dari perbuatan keji.°

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21

perempuan,
inan, bagi
yang nista,
yakni z : rupakan salah satu é erlaksanaan
ibadah. PA R E PA R E

dah, namun
bgaimana jika pernikahan disalahgu

an oleh seorang muslim, dimana sebuah

pernikahan sudah tidak dianggap sebagal suatu hal yang sakral namun sebagai ladang

®Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,al-Usratu wa
Ahkamuha fi at-Tasyri al-Islamiy. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan judul Fikih
Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2011), h. 36.

"M. Quraish Shihab, al-Qur’an dan Maknanya, (Cet. |; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h.
406.
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mencari sebuah keuntungan, karena fenomena yang terjadi pada saat ini seperti itu,
di mana pernikahan dilakukan hanya untuk mencari materi semata untuk memenuhi
kebutuhan perekonomian seseorang.

Kasus yang terjadi di negara kita yaitu seorang perempuan menikah dengan

laki-laki yang berasal dari luar ne ang berkunjung untuk berlibur namun

pernikahan mereka dibatasi bali ke negaranya maka ikatan

pernikahan tersebut se hanya sebatas ketika pria

itu berlibur. Jika di j han hal ini sangat keluar

liti tertarik
aah Fatwa

Majelis ) i sata)”

atau fokus

1.2.2 ana metcpln'ﬁLE pﬂwan MUI c

1.2.3
nikah wisata?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1.3.1 Untuk mengetahui deskripsi umum fatwa MUI tentang nikah wisata.
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1.3.2 Untuk mengetahui metode yang digunakan MUI dalam menegakkan hukum
nikah wisata.
1.3.3 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi lahirnya pembaruan hukum

tentang nikah wisata.

1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini secara menambah khazanah keilmuan

terutama dalam bidang

Parepare.

apat berguna bagi peng etahuan dan

iah yang dapat dijadik dan sumber

142 diharapkan dapat bermanfaa mas dan menjadi

gan pemikir an refrensi penelitian-

an dalam bidang y asa yang akan data

Nomor 02/Munas-VI11/MUI/2010/Nikah
1.5.1 Pembaruan berarti proses, cara, perbuatan memperbarui.? Apabila istilah ini

dikaitkan pada konteks hukum Islam maka pembaruan yang dimaksud di sini

8Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi 3 (Cet. 1V; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 109.
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15.2

153

adalah upaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ajaran Islam dalam
bidang hukum yang disebabkan oleh perkembangan dan perubahan sosial
budaya dan kemajuan modern. Umar Shihab mempertegas bahwa sasaran

pembaruan bukan pada nash al-Qur’an atau hadits Nabi saw. melainkan

terhadap interpretasi atau pe nan terhadap nash al-Qur’an dan hadits
Nabi saw. itu sendiri
Hukum Kelua

internal anggota keluarga dalam keluarga terte

perkawinan beserta hu

mi dan istri, hubung dan anak,

ele.!

pendapat hukum secara s tas s ermasalahan

ajukan oleh yang tidak i kekuatan
t.? Dalam k dan prosedu MUI, fatwa
engenai masa gamaan dan

i ini adalah

setujui oleh

®Umar Shihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Cet. II; Semarang: Dina Utama

Semarang, 1996), h. 40.

OMuhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2005), h. 16.

50ebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa), h. 16.

2yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum

Nasional di Indonesia (Cet. I; Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h.

65.
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1.5.4 Nikah Wisata adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi
rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau
disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan

selama dalam wisata/perjalanan.*®

Judul di atas dapat dioperasi alam sebuah kalimat bahwa penelitian
ini akan menelaah fatwa Maj or 02/Munas-VI111/MU1/2010/
Nikah Wisata dan me mbahasan hu inan terkait tentang nikah

misyar.

g akan dilaksanakan da

a. Adapun penelitian t

ammad Fuad Syakir yan judu kah Misyar

Pernikahan ; al-’Urfi, al: al-Mut’ah”.
ini memba ikah misyar bih terfokus
absahan dan si hukum sl ara berbeda.

juga dijelPMEi Pﬂﬂ@m nikah di berbagai

mempunyai
entang nikah

misyar. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian

BMajelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya, (Emir,
2015), h. 355.

“Muhammad Fuad Syakir, Nikah Misyar adalah Pernikahan Terlarang; al-Misyar, al-Urfi,
as-Sirri, al-Mut’ah. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4786/1/ZULKIFLI-
FSH.pdf (29 desember 2017).
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penulis ialah nikah misyar yang lebih terfokus pada keabsahan dan posisinya
dalam konstelasi hukum Islam secara berbeda dan juga dijelaskan mengenai
perbedaan hukum nikah misyar di berbagai negara, seperti halnya di Arab

Saudi dan Mesir. Sedangkan pada penelitian penulis mengakaji tentang

pembaruan hukum perkawing Ul tentang nikah wisata.

1.6.2 Skripsi karya Surah aktek Nikah Wisata Di Puncak
Desa Tugu Se amatan Cisarua Bogor (Jawa Barat) Di
tentang praktek dalam

kum Islam

penelitian

ama mengakaji tentang , perbedaan

psi ini dengan penelitia aktek dalam

ak Bogor. Sedangkan is mengkaji

jelis Ulama Indonesia No /MUI/2010/

1.6.3 karya Nabi syar dalam
tif Hukum P ggambarkan

ikahan dan

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam lingkungan masyarakat
*syrahman, Praktek Nikah Wisata di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Di Tinjau dari Hukum Islam.
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4268/1/SURAHMAN-FSH.pdf (29

Desember 2017).
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Indonesia.*® Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni
sama-sama mengakaji tentang nikah wisata. Namun, perbedaan mendasar
dalam skripsi ini dengan penelitian penulis tinjaun hukum pernikahan di

Indonesia terhadap nikah misyar menurut Undang-Undang pernikahan dan

Kompilasi Hukum Islam perlaku dalam lingkungan masyarakat

Indonesia. Sedang nulis mengkaji tentang Fatwa
Majelis Ulama 2 Nomor 02/M 1/2010/Nikah Wisata.

endapat bahwa yang akan
ditulis anya akan
memfo karena itu,
penulis da penelitian ini den an Hukum

Perkaw Majelis Ulama Indone

baruan Huk
Nasution m ru alam Islam kan untuk

paham-paha ngan perkem baru yang
at diartikan
sebagai upaya da ata ; 3 kesungguhan oleh
pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum

Islam (mujtahid), melalui cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah

®Nabilah Ismail, Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Pernikahan di Indonesia.
http://digilib.uin-suka.ac.id/9326/2/BAB%201%2C%20V%2C%20DAFT AR%20PUSTAKA.pdf (29
Desember 2017).

YHarun Nasution, Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Cet. XII;
Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 11-12
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istibat hukum, agar hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.*®
Pembaruan hukum Islam dalam hal ini adalah fikih. Fikih merupakan hasil pemikiran
dari para ahli. Dalam proses tersebut para ulama sangat dipengaruhi kondisi

sosialnya, sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan pemikiran dikalangan para

fugaha yang berada dalam kondisi zz an tempat yang berbeda. Hal ini sekaligus

menandakan bahwa pada fiki diadakan pemikiran ulang atau
dilakukan pembaruan
problematika, konteks
realitas ermasalahan

baru. si dan sifat

, bentuk dan pengaruhn al tersebut,

fatwa yang ditetapkan o dahulu tidak

relevan a tersebut harus dire hnya masa,

tempat, ondisi. Jika ulama-ulama te menetapkan

bahwa aman, padah u dicermati

ur dan stabil, erlebih lagi

tempat, telah cukup disadari oleh para tokoh hukum Islam sebelumnya. Mereka

termotivasi untuk melakukan pengkajian-pengkajian terhadap kemungkinan

Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Ed.I; Cet.Ill; Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2005), h. 225

Yy usuf al-Qardawi, Al-ljtihad al-Mu ‘asir bain al-Indibatwa al-Infirat (t.c; Dar al-Tauzi wa
al-Nasyr al-Islamiyah, 1414 H/1994 M), h. 5
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terjadinya perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan keadaan masyarakat.
Merekapun berusaha merumuskan kaidah-kaidah untuk menjadi acuan dalam
pengembangan hukum Islam. Jelaslah bahwa pembaruan pemikiran hukum karena

adanya perubahan masa telah menjadi kajian tersendiri bagi para pemikir hukum

Islam selama ini.

Sejarah menunjukkan ambentukannya, fikih merupakan

suatu kekuatan yang kreatif. Fik dan berkembang sebagai

ut ditandai dengan m

ndiri. Berdasarkan keny ama dahulu

berubahnya hukum ka tu. Dengan

perkembangan pemikira bukan saja

Islam yang

Adanya teori pembaruan hukum yang diambil dari hukum Islam sendiri,
membuka kemungkinan untuk dilakukannya upaya pembaruan terhadap nikah wisata

sebagai tuntutan perubahan tempat, keadaan, dan niat. Hanya saja, upaya tersebut

2Abdul Halim, “ljtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga
Islam Indonesia” dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer (Cet. I;
Yogyakarta: Al-Ruzz Press, 2002), h. 231
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harus tetap melalui aturan tersendiri dengan merujuk pada sumber utama yakni al-

Qur’an dan sunnah.
1.7.2 Teori Maslahat/Maqasid al-Syari’ah

Maslahat dan Magqgasid al-Syari’ah jika ditelusuri, upaya penggalian,

pengkajian, pengembangan hukum ari sejak generasi awal hinggan masa

sekarang ini menegaskan kan posisi hukum Islam yang
diyakini sebagai hu nilai-nilai masl/ahat bagi

segenap umat manu terkecuali disegala te

taklif v konsep al-ahkam al-k ji ah, mubah,
makruh : I kepada kemaslahatan i di akhirat.?
Demiki u al-Qayyim, berdasar it hadap teks-
teks al dan , akhirnya disimpulkan i dibangun
untuk Kk gan manusia da juan-tujuar i ersal yakni
keadila kemas bija : : ng makna

an substansi

dari se ersoalan P(H WEPﬂWEterhadap -prinsip ini

bahwa syariat diadakan untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat
yang meliputi tiga tingkatan yakni daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Maslahat

Dharuriyyah adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan

2'A. Djazuli, “Beberapa Aspek Pengembangan Hukum lIslam di lIndonesia” dalam Tjun
Surjaman, ed., Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek (Cet. I; Bandung: Rosadakarya,
1991), h. 233
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agama dan dunia, jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan, bahkan hilangnya
hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara
yaitu agama, diri, keturunan, harta, dan akal. Hajiyyah adalah sesuatu yang

sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari

kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tid idak akan menimbulkan kerusakan dan

kemaatian, hanya saja akan gah atau kesempitan. Misalnya

adanya rukhsah bagio dan musafir ¢ alah ibadah. Tahsiniyyah

adalah sesuatu yang sebé a ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang
baik at enimbulkan

ggah dalam

dinilai tidak pantas dan ukuran tata
ntohnya adalah menut
rtinggi yang harus dipri
ng meskipun tidak urgen n tetap

naan hidup

emperhatikan asp but. Jika ti S kum Islam

untuk dkan kemasla I dan justru enimbulkan

PAREPARE

meletakkan
yang lain,
bahkan harus didahulukan jika bertentangan nash itu sendiri. Jadi, jika terjadi

kontradiksi antara masl/ahat di satu pihak dengan nash (al-Qur’an dan sunnah) serta

22Al-Syatibi, Al-Muwafagat fi Usul al-Syariah, Ditahqiq oleh Muhammad ‘Abd al-Qadir al-
Fadili, Jilid 1, Juz 1l (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th), h. 7-9
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ijma di pihak lain, maka ketentuan masi/ahat harus didahulukan atas sumber-sumber
hukum yang lain tersebut melalui upaya takhsis dan penjelasan.
Menurut Hallag, pendapat Al-Tufi tersebut dipotong oleh sedikitnya tiga

argument. Pertama, para pengkritik maupun pendukung ijma sepakat mengenai

posisi sentral masilahat, berarti ma erupakan fokus dari kebulatan pendapat,

sedangkan ijma’ dan kewen kati. Kedua, dalil tekstual dalam
al-Qur’an, sunnah da beda-beda da adang bertolak belakang,

Sedangkan maslahat tidak
muslimin

enunjukkan

oh penting Islam dari seterusnya

n dalil-dalil tekstual tusan yang

kiran Islam

dition for a
itions. They
on has been

e that whould help t ple with the changi

mas'a“aﬁﬁﬂeEMR?Eft%?n@%

Gerakan-gerakan pembaruan da Islam mencari dalam tradisi Islam suatu
prinsip yang akan membantu ‘mereka menghadapi kondisi-kondisi yang
senantiasa berubah. Mereka menemukan konsep semacam itu di dalam
maslahat. Makanya wajar saja jika pada zaman modern konsep ini mendapat
perhatian lebih untuk dikaji dibandingkan sebelumnya.

2\Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunni Usul Figh
(Cet. I; Cambridge: University Press, 1997), h. 152
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Jelaslah bahwa teori maslahat merupakan saah satu dari gagasan-gagasan
yang telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hukum Islam lintas generasi yang
sangat penting untuk menjadi acuan bagi generasi dalam aktivitas pengkajian hukum

Islam. Gagasan ini tampaknya sangat relevan untuk menjadi salah satu landasan teori

dalam penelitian ini.
1.7.3 Fatwa MUI tentang
Pernikahan se ena yang serius dalam
a akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan
yang te orang-orang
terdahu ‘ : i asa saat ini

n Wisata.

adalah  pengaruh dari mudahnya

egara dan daerah-daera

hakikatnya
akan oleh seorang laki yang benar,
berapa hak-
oleh suami,

ainnya. Dia

syar adalah
ja yg diatur
pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal,nafkah dan
kelangsungan untuk tinggal bersamanya. Selanjutnya hal ini tentu menimbulkan

ketidakadilan antara para istri. Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh laki-

*Muhammad Fuad Syakir, Nikah Misyar adalah Pernikahan Terlarang; al-Misyar, al-Urfi,
as-Sirri, al-Mut’ah, (Jakarta,Cendekia Sentra Muslim, 2002), h. 17-19
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laki yang sedang musafir dan perempuan yang sudah tua, namun belum menikah,
sedangkan ia sudah putus harapan untuk melangsungkn bentuk pernikahan yg
normal. Biasanya pernikahan ini sudah memenuhi rukun nikah yaitu akad,

keridho’an wali, dua orang saksi dan mahar.

Pernikahan seperti ini dilak ara pedagang, tentanra, penuntut ilmu

yang berada di negeri asin ri kerusakan. namun saja perlu
diwaspadai bahwa d enunaian hak disebabkan
karena adanya kel dalam menunaikan kewajiban, disamping

pernikahan

muslim mancanegara
rkan hasrat seksual,
kun nikah. Ada wali, i awin  sesuai
gabul. Perempuannya laj Bisa janda,
tapi kel i ij nikah biasa.

diharamkan
aman dan

h. Bedanya

dengan ]a n, sepekan,

Agendanya memang sekedar pémuasan birahi. Bila si wanita melahirkan

anak, tak ada lagi urusan dengan sang pria. Akad nikah dilakukan secara lisan, tanpa

»Muhammah Nabil Kazhim, Buku Pintar Sikah; Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses,
(Solo; Samudera, 2007), h.71
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dicatat Kantor Urusan Agama. Perceraian pun diselesaikan secara lisan, tanpa

pernyataan di depan Pengadilan Agama.?®
Praktik ini sudah lama berlangsung di Indonesia. Salah satu daerah subur

nikah model ini adalah kawasan sejuk Puncak, Bogor-Cianjur, Jawa Barat, Bali,

dimana kawasan itu mayoritas keb turis. Wisatawannya kebanyakan asal
Timur Tengah.

kapkan, kesediaan pihak

hanya dua
hari, de i . i ar, si wanita
juga dil .500.000 sehari. Tapi, I ilik penuh
si istri, ai tuan lazim tentang I puan hanya
mempe a dibagi pada calo, sak i Perkawinan
adalah ¢ ab yang besar, Allah S intah kawin
untuk aikan alam.
Anak ac pangan dan

pendidi ) : emudian di

e s PAREPARE

%Miftahunni’'mah, Pernikahan Wisata. http://miftahunnimah.blogspot.co.id/2011/09/
pernikahan-wisata.html (6 Februari 2018)

2T Asrori S. Karni, Majalah GATRA Nomor 39 Beredar Kamis, 5 Agustus 2010.
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Penjelasan diatas dapat dirumuskan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Pembaruan Hukum Perkawinan

v v

Materi/lsi Metode Pembaruan

A 4 A 4

e Maslahah
e Maqasid al-
Syari’ah

Tidak pernah ditemukan
dalam kitab fikih
sebelumnya

Fatwa MUI No.2/Munas- .

VI111/MUI/2010/Nikah Wisata

1.8
an bersama.
dalam penu ivi alkan dalam
ara rinci dan si 3 i ini dapat

atu penambahan apat memenuhi sya

arenanya (0éhgdn mengguiakamimetodalogi yang s

berpengaruh
ini adalah
metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati.?® Data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan dan dalam
memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus statistik, melainkan berupa

kata-kata yang digali dari buku atau literatur.

283, Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 36.
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Penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literer atau library research,
yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan
berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan beberapa

tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.*

Telaah pustaka semacam ini dilakukan dengan cara mengumpulkan
data atau informasi dari b ng kemudian disajikan dengan
cara baru atau untu baru. Dala ahan-bahan pustaka itu
diperlukan sebagai e untuk menggali gagasan baru, sebagai
a, sehingga

pemecahan

soalan yang sudah diru an masalah,
utuhkan data-data deskripti data tertulis
bukan a enelitian ini jeni iti aka (library

vak diambil

1.8.2
ormatif yang
merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan
yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan
dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain. Dengan

demikian objek materialnya adalah produk pemikiran hukum Islam berupa hasil-hasil

2 Afifuddin, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111.
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fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI mengenai hukum keluarga. Selain
itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang merupakan
pemahaman agama Islam secara hukum menurut Islam. Hukum yang dipakai umat

Islam adalah berdasarkan al-Qur’an dan wahyu yang diturunkan Allah kepada para

Nabi. Islam mengajarkan manusia mentaati peraturan, sedangkan peraturan

merupakan hukum itu sendi an sosiologis, merupakan sebuah

kajian ilmu yang berh f osial manusia antara yang

a keompok yang satu d karena itu,

paya mengkaji penga masyarakat

ang dikeluarkan MUI.

primer dan

data se ri dari data
primer ¢
1.8.3.1 wewenang

an data atau
pulkan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga
sebagai data asli atau data baru.*® Sumber data primer yaitu kumpulan atau

himpunan fatwa MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-

%9Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa,
1987), h. 42.
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VI1I/MUI/2010/Nikah Wisata, buku-buku, jurnal atau artikel-artikel yang
dapat mendukung dari penelitian ini.
1.8.3.2 Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi

data-data primer. Adapun sumber data sekunder penulis jadikan sebagai

landasan teori kedua dala Kripsi setelah sumber data primer. Data

ini berfungsi sebagai dengan adanya sumber data

primer maka a n menguatkar asi maupun landasan teori

dalam kajian
1.84
seluruhnya
uk itu buku-buku atau

adalah itan dengan

judul p dikaji secara Kkritis. data yang

an yakni:
1.8.4.1 , yaitu cara yang digunakan eng dapat orang

g ada dala h sedikitpun slinya baik

maupun ma Y

1.8.4.2 tidak langsung, ng digunaka

at orang Mtﬁ[! Pi RLEterature
0

mengutip

mengubah

1.8.5

1Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2004), cet, 4, h. 89.
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Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan
untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan
menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.*

Penulis menggunakan metode induksi, deduksi, dengan maksud untuk

memudahkan pengambilan keputus data yang dianalisis dari hasil bacaan
berbagai buku.
1.8.5.1 Metode indu ertitik tolak dari hal-hal
tu kesimpulan umum.
dari hal-hal
ang bersifat

rtanggungjawabkan

13l

PAREPARE

*Noeng Muhajir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika,
1996), h. 104
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BAB Il
DESKRIPSI UMUM FATWA MUI
TENTANG NIKAH WISATA
2.1 Pengertian Nikah Wisata

Pernikahan wisata telah menj buah fenomena yang serius di beberapa

negara Islam pada akhir-akh donesia yang disebabkan oleh

perubahan-perubahan adi dalam kehidt usul pernikahan ini telah

lu, mereka menamai de pernikahan misyar, namun

kah wisata.

at pernikahan, namun t diniatkan
mentara, semata-mata h i kebutuhan
%3 pada hakikatnya ilaksanakan
gan akad yang benar, me syaratnya,
i harus me
atau tempat yan i afkah yaitu
g adil antara

kum Islam

hal penting
demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang
perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak

sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus

**Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya, h. 355.
**Muh Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang, h. 17-19.

23
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dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad
perkawinan.® Oleh karena itu, keabsahan suatu pekerjaan atau perbuatan memenuhi
rukun dan syarat.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad—akad lain yang

memerlukan adanya persetujuan kec h pihak yang mengadakan akad. Adapun

rukun nikah adalah:

rsebut yang paling pen ij Jabul antara
ang menerima akad se sud dengan

arat yang bertalian dengan r aitu syarat-

perkawinan i a mazhab

perkawinan akad, yang

akad.*’

*Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 107.

%Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap(Cet. 2; Jakarta:
Rajawali Pers. 2010), h. 12.

37Mughiyah dan Muhammad Jawad, Figih Lima Mazhab; Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi’l,
Hanbali (Cet. I; Jakarta, 1996), h. 309.
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Adapun syarat-syarat dalam perkawinan adalah sebagai berikut:
Syarat-syarat calon suami.
1) Beragama Islam;

2) Laki-laki;

3) Bukan mahram dari calon

4) Tidak terpaksa a

an syarat, yaitu tidak hram, tidak

asa iddah;

2) Baligh;
3) Sehat akalnya;
4) Mempunyai hak perwalian;
5) Tidak dipaksa;

6) Tidak sedang melaksanakan ihram;
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7) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
Adapun macam-macam wali:
1) Wali nasab, adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai

perempuan yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai

perempuan seperti bapak an, saudara laki-laki bapak, saudara laki-

lakinya sendiri.

puan namun bukan mempunyai
a sebagai wali yang cu

h seorang laki-laki b luarg mempelai

n bukan dari penguasa, te emp Dengetahuan
ma yang bai perkawinan.’
syarat Saksi

m:

oeng P AREPARE

5) Sehat akalnya;
6) Dapat mendengar dan melihat;

7) Bebas;

*8Neng Djubaedah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama,

2005), h. 63-64.
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8) Tidak dipaksa;
9) Tidak sedang melaksanakan ihram;
10) Hadir dalam ijab dan gabul,

11) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan gabul.

Syarat-syarat sighat ijab gab

ahan dari kedua kata

it ijab dan gabul tidak s umrabh;

gabul itu harus dihad brang, yaitu

tau wakilnya, wali dari

No. 1 Tahun

gdan syarat sa

awinan harus uan kedua ca

K melan@*rnrmning belum pai umur 21

goal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

*®Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha limu,

2011), h. 10
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(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan

(5) Dalam hal ada p rang-orang yang disebut dalam

awinan atas

ehih dahulu

orang tersebut dalam ay al ini.

ut ayat (1) sampai de ini berlaku
masing-masing agama nya itu dari

an tidak menentukan lain.

pria sudah

udah mencay r 16 (enam

orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang

tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



29

juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan
tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*°
Adapun perbandingan rukun dan syarat perkawinan yang sah yang terdapat

dalam hukum Islam dan UU. RI. No. 1 Tahun 1974, bahwasanya pada hukum Islam

rukun dan syaratnya meliputi kedua ai, wali, dua orang saksi, sighat, dan ijab

gabul dijelaskan secara yang harus terpenuhi untuk
melangsungkan perka suai , diberlakukan oleh hukum
Rl No. 1 Tahun 19

Islam. Sedangkan dale a menjabarkan tentang

Kriteria iki batasan-
izin yang
wali. Serta dalam UU perkawinan
winan dicatat menurut g-undangan
ng tertuang dalam pasa

ukum tentang nikah wisata, dan syarat

ah terpenuhi sah apabila enjadi wali

ada hul nasab dari an seperti,
bapak, saudara laki- i-laki : Pada UU RI
memenuhi

g-undangan

Bentuk dan cara pernikahan wisata selain mirip dengan nikah mut’ah juga
hampir sama dengan nikah misyar. Pernikahan misyar adalah pernikahan pada pihak
perempuan mendapatkan sebagian haknya saja yang diatur pada saat akad nikah,

seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kelangsungan untuk tinggal

“0UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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bersamanya. Selanjutnya hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan antara para istri.
Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh laki-laki yang sedang musafir dan
perempuan yang sudah tua, namun belum menikah, sedangkan ia sudah putus

harapan untuk melangsungkan bentuk pernikahan yang normal. Biasanya pernikahan

ini sudah memenuhi rukun nikah ad, keridhaan wali, dua orang saksi dan

mahar. Biasanya pernika n. oleh para pedagang, tentara,
ga dirinya dari kerusakan
namun saja perlu diwaspac ikahe kurang penunaian hak
kewajiban,
otika jalinan
hkan anak.*!

muslim dari negara | a agar bisa

Sebelum menyalurkan a menikahi

enuhi rukun dan syarat gabul mirip

rti nikah m nikah yang
ndonesia. Pa pun merasa
ami istri sa nya dengan
da biasanya
Pernikahan
adwal liburan
berakhir, pasanganpun bercerai. Agendanya hanyalah sekedar nafsu birahi. Dengan
harapan bila si wanita melahirkan anak tak ada lagi urusan dengan sang pria. Akad

nikah dilakukan secara lisan, tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

*"Muhammad Nabil Kazhim, Buku Pintar Sikah: Strategi Jitu Menuju Pernikah Sukses, h.
71.
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Perceraipun diselesaikan secara lisan, tanpa pernyataan di depan Pengadilan Agama.
Praktik ini sudah lama berlangsung di wisata adalah kawasan sejuk Puncak, Bogor-
Cianjur, Jawa Barat, dimana kawasan itu mayoritas kebanyakan turis, wisatawannya
kebanyakan asal Timur Tengah.

Pernikahan adalah sebuah awal dimulainya kehidupan dua insan sebelumnya
tidak mempunyai hak dan kewajiban, dengan pernikahan muncul hak dan kewajiban
yang harus dipenuhis oleh keduanya. Seorang suami harus bertanggung jawab
terhadap istrinya, terlebih apabila pasangan tersebut dikaruniai buah hati maka
seorang suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan primer dan
sekunder. Selain itu, harus bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan, serta
akhlak seorang anak, karena anak adalah titipan Allah swt. oleh karena itu, dalam
pernikahan haruslah saling menjaga satu sama lainnya, jangan sampai terjadi sebuah
pertengkaran keduanya haruslah saling instropeksi diri dan saling memaafkan, dan
jangan sampai terjadi sebuah perceraian, meskipun perceraian tidak terlarang.

Adapun hak dan kewajiban. suami isteri yaitu seorang laki-laki dan
perempuan yang telah melangsungkan sebuah acara pernikahan akan timbul
tanggung jawab diantara keduanya. Dengan tanggung jawab tersebut, suami-isteri
yang menikah akan mempunyai - hak=dan*kewajiban=yang harus ditunaikan, baik
kewajiban suami kepada isteri ataupun kewajiban isteri kepada suami. Hak tidak
dapat diminta, apabila tidak-memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.
Pembahasan hak dan kewajiban suami-isteri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 30-34, pasal 30 menyatakan: ’suami-isteri
memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi
dasar dari susunan masyarakat”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

hak dan kewajiban suami-isteri diatur dalam BAB XII Pasal 77-84.
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Pasal 79
(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan pergaulan

hidup bersama dalam masyarakat.

(3) Masing-masing pihak berh melakukan perbuatan hukum.*?

Pasal 80 Kompilas suami terhadap isteri dan
keluarganya, sebagai b

ngganya, akan

elindungi isterinya d
berumah tangga sesuai
emberikan pendidikan erinya dan

patan belajar pengetahuan bermanfaat

obatan bagi

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a

dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

“2Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo,
2001), h. 132.
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(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isterinya

nusyuz.*?

(1) Suami wajib men

ihak lain, sehingga mer n tenteram.
an juga berfungsi seb pan harta
i tempat menata dan m
elengkapi tempat kediaman ampuannya
a disesuaika ungan tempe alnya, baik
tangga maupun penunjang
)74 tentang

lebih rinci

“Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo,
2001), h. 133

*Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo,
2001), h. 133
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(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

hari dengan sebaik-baiknya.

(1) Isteri dapat diang mau melaksanakan kewajiban-

kewajiba ana dimaksud da 33 ayat (1) kecuali dengan

pali sesudah

isteri harus

magqasid al- gama, jiwa,

, dan harta. suami isteri

suami isteri

apabila dikaitkan
dengan hak dan kewajiban suami isteri hal tersebut tidak terpenuhi seluruhnya,
karena nikah wisata memiliki jangka waktu lamanya suatu perkawinan berlangsung,

sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi. Apabila pasangan nikah

**Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo,
2001), h. 134
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wisata memiliki keturunan maka anak tersebut tidak dapat memperoleh nafkah dari
ayahnya ketika nikah wisata telah berakhir.
2.2 Hukum Nikah Wisata

Nikah wisata merupakan istilah nikah yang muncul pada zaman sekarang ini,

dalam fatwa Majelis Ulama Inda disebutkan bahwasanya nikah wisata

merupakan bagian dari nika aggat) dan termasuk bagian dari

nikah mut’ah. Oleh penulis dalam s oian hukum nikah wisata
berdasarkan at pare Ké ah wisata dengan nikah
mut’ah ebut, karena
nikah n ) ; gkan nikah
wisata muncul akhir-akhir ini.
bahwasanya pernikah ini nya haram,
kecuali gan Syafi’ah: (1) Me

hukum keduanya tidak

rta tabi’in,
ama, karena

maknanya.

pernikahan itu tidak akan batal sebab adanya syarat-syarat yang rusak.“® (2) Menurut
Ulama Syafi’ah nikah mut’ah adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu

tertentu. Jika seorang lelaki menikah dengan syarat adanya khiyar (pilihan), maka

*®Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-
Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 113.
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akadnya tidak sah. Karena, akad tersebut dapat batal oleh adanya kesepakatan khiyar
seperti hal dalam jual beli.*’
Menurut Ulama Syafi’ah pernikahan seperti ini merupakan pernikahan yang

fasid (rusak) karena tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah

terlaksananya serta tidak mengakiba aksananya akibat-akibat hukum seperti

pernikahan yang sah. Deng ajibkan adanya mabhar, nafkah,
tidak ada hubungan sebab mushahara an), penetapan nasab dan
iddah (3) Menurut Ule anabillah, nikah yaitu ¢ g lelaki menikahi seorang
ceraikannya
pada jangka
mut’ah juga bisa be prang lelaki
rniat untuk menceraika . keluar dari
sebut atau seorang lela lah mut’ah

diri

tas si perempuan menjawa
dengan tanpa wali d
seperti a ia dikenaka
mempunyai
dampak pernikahan
jenisin
221

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam memandang wanita sebagai

pemegang peranan penting dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara

*"Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-
Kattani dkk, h. 114.

*®Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-
Kattani dkk, h. 117.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



37

karena wanita dapat menentukan baik atau tidaknya generasi penerus bangsa. Wanita
adalah madrasah atau sekolah pertama bagi generasi penerus bangsa, karena mereka
(wanita) adalah yang mengandung dan membesarkan anak-anak generasi bangsa

dengan sentuhan kasih saying yang dapat menjadikan anak-anak yang diasuhnya

berkembang menjadi pribadi yang k das, berakhlak dan siap menjadi penerus

bangsa yang unggul.

ang cukup
Jalam masa
ingat beban

aka Islam menempatka

ta (ibu) tiga

untuk ditaati oleh anak-

terhadap wanita pun dalz ran hukum

mana Islam melarang an an j ntuk saling

iperkenankan

ereka yang

pintu perkawina ata-mata untuk m kehormatan

ah sungguh-s mencintai

pihak, dan

ntuk segera

harus bisa

penghormatannya

kepada wanita tersebut.*
Penghormatan Islam terhadap wanita yaitu, wanita mempunyai hak dalam

menentukan besaran mahar yang akan diterma dari seorang laki-laki, selain itu

9_uthfi Surkalam, Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita, h. 43.

0L uthfi Surkalam, Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita, h. 44.
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wanita juga tidak boleh disentuh oleh yang bukan mahramnya bahkan dilarang untuk
memandangi wanita yang bukan mahramnya. Setelah menikahi wanita juga
mendapatkan penghormatan dari agama Islam yaitu memerintahkan kepada

suaminya untuk menggauli istrinya secara ma’ruf, tidak berlaku kasar, dan harus

dapat berlaku adil terhadap wanita mpunyai istri lebih dari seorang.

Tidak demikian hal i’ah tentang nikah wisata. Bagi
mereka yang dinikahi i i dianggap bukan seorang

istri, melainkan

membawa . i dikeluarga

adalah g jawab ora cinta kasih

saying, cara meva H)Elpnana'Eang anak i ia tumbuh

dewasa

mendidik dan membesarkan sang anak. Suami mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan istrinya, oleh karena itu suami
harus bekerja supaya mendapatkan rezeki. Sedangkan istri lazimnya mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam mengurus anak seperti menyusui dan mengurus

rumah tangga. Dalam nikah wisata anak yang lahir adalah tanpa mempunyai seorang
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ayah, hal ini menjadi beban tersendiri bagi seorang ibu, yang harusnya bertugas
untuk merawat dan mendidik anak akan mempunyai tugas lain yaitu menjadi orang
tua tunggal (single parent) yang harus bertanggung jawab pada pemenuhan materi

yaitu kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pendidikan dan

kesehatan

2.2.3 Rentan Terhadap H
Islam adalah a . . Dale ita sebagai umat manusia

diajarkan untuk tidak be i i srof) dalam segala hal. Isrof

agai macam

Allah swt

dan minum

uk makan dan minum,

k berlebih-lebihan. Ka lu kenyang

kan um terlalu banyak, dil 2hatan akan

berb nis penyakit fisik. Jika dili i ang agama,

g akan men untuk melak

ndisi sosial

a untuk beribada peka terhadap ko

PAREPARE

Majelis Ulama Indonesia (MUI) ‘'merupakan wadah musyawarah para ulama,
Zua’ma dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim
Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan

setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat.™

*"Ma’ruf Amin, et. Al. Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, (Penerbit Erlangga), h. 4.
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MUI merupakan wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan
pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis
ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M / 17 Rajab 1395 H dalam suatu pertemuan

ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional 1 Majelis Ulama

Indonesia, yang berlangsung di Jak a tanggal 21-27 Juli 1975. Berdirinya

MUI dilatarbelakangi oleh o wadabh ini telah lama menjadi
hasrat umat Islam dar sejarah bangsa Indonesia
ehat-nasehat mereka dicari
an berjalan

para ulama

esia mempunyai fungsi dan relevan

dalam dan berbangsa. Fun elis Ulama

i maan dan
arakatan kep ebagai amar
nahi mungkar.

rkuat ulp\m RE(P“ RrEh dan hara serta
all

2.3.2

ewujudkan

2.3.3 Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama
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2.3.4 Menjadi penghubung antar ulama dan umara (pejabat pemerintahan), serta
menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat beragama guna
menyukseskan pembangunan nasional.>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah banyak mengeluarkan fatwa dalam

berbagai bidang diantaranya bidang ah, ibadah, sosial, dan budaya. Dalam

musyawarah nasional MU 6 Sya’ban 1431 H/ 25-28 Juli

tahun 2010 yang diadz arta, MUl meng atwa tentang nikah wisata.

Dalam fatwa tersebt pengertian dari nikah
wisata, kahan yang
pernikahan

anya untuk

disepakati untuk seme

dalam wisata/perjalana
ikah wisata sebagaima pengertian

h hukumnya haram, ka < ah muaqgat

a Indonesia

52M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa, (Emir, Penerbit Erlangga, 2016), h. 76-77
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BAB IlI
METODE PEMBARUAN YANG DIGUNAKAN MUI
DALAM MENETAPKAN FATWA NIKAH WISATA
3.1 Metode Pembaruan MUI dalam Menetapkan Fatwa Nikah Wisata

Dasar-dasar penetapan fat asarkan urutan tingkatannya adalah al-

idak hanya berhenti sampai disitu

metodo

untuk mbali konsistensi MU sistem dan

prosed erdasarkan pedoman ya i berdasarkan
ijtima’ se-Indonesia Tahun 20
aji MUI dan melahirkan ontroversial

kan bentuk [ nan baru di

an wisata.

adalah

era moc . Pernikahan donesia seiring de odel praktik

akukan orang- suka berwisat ancanegara,

sia. DasalpwanaPALRIEap keabsa

semisal kawinan ini

adalah ) ditetapkan
dalam fik MUI lebih
pada upaya menjalankan aturan perundang-undangan untuk menolak dampak
negatif/madharrah. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan teori pembaruan

hukum, metode yang digunakan MUI terhadap permasalahan ini lebih condong pada

5% Rahmawati, Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam
di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010, h. 175

42
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metode deduktif dan metode induktif, serta dikaitkan dengan metode Qiyas dan
Istihsan
3.2 Metode Qiyas

Secara bahasa giyas berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun atau

ukuran, skala, bandingan, dan ana Adapun pengertian giyas Secara istilah,

banyak sekali definisi yang.d

Sadr Asy-Syar 47 H/1346 okoh ushul fikih Hanafi,

aSal) 4y i

--------- seba satuan ‘illat

g ada pada
ini, maka

hukum 5 ) ditentukan

g diketahui
kan hukum
( baik hukum
maupun sifat.

Saifuddin Al-Amidi, mendefinisikan g7yas dengan:
Jua Y aSa (e ddagiieeal) Aad) b Ja¥) g £ Al Guel g3l e B Le

Mempersamakan ‘illat yang ada pada furu’ dengan ‘illat yang ada pada ashal
yang diistinbatkan dari hukum asal.
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| A dasa o (o gals ja b (ol daSa o o paia g€ el AT
A e
aSalidle

Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan
sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan ‘illat
hukum antara kedunya.>*

3.3 Metode Deduktif

Metode berpikir ir yang menerapkan hal-hal

dimaksud nikah mut’ah ng menikah

dengan lam batas waktu terte ‘ pemberian

kanan, pakaian atau Y. . sanya telah

selesai, den sendirinya mereka berpi tanpa kata dan tanpa
warisan

t’ah, sangat t suai dengan

nikah . 'Di mana diketahui ba kah mut'ah

; isnya waktu

pernikahan

berakhir dengan talak atau meninggal "dunia, dengan kata lain tidak dibatasi oleh
waktu.

Selain dibatasi oleh waktu, nikah mut'ah juga tidak membatasi jumlah istri

yang boleh dinikahi. Maka boleh bagi seorang peria menikah lebih dari empat orang

**Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus IImu Ushul Fikih, h. 270-271
**Armen Halim Naro, Nikah Mut’ah (Nikah Kontrak), 2006 h. 2
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istri dan ini dapat dilakukan tanpa wali atau tanpa persetujuan walinya, dan dalam
pernikahan ini tidak diperlukan saksi, pengumuman, perceraian, pewarisan dan
pemberian nafkah setelah selesainya waktu yang telah disepakati. Kecuali

sebelumnya telah terjadi kesepakatan atau apabila si perempuan itu hamil.

Ditinjau dari segi mudhoratn mpak negatif), nikah mut'ah merupakan

bentuk pelecehan terhada sak keharmonisan keluarga,

ersebut, menimbulkan dan

menelantarkan generas asilkan dari pe
meresahkan

antara dua

k menutup

anaknya sendiri dari ut'ah yang

an, bisa jadi ia mengum nya karena

adanya orang yang men

sebab-sebab diharamkann selain tidak

sesuai misi diutusn syariat yang

mut'ah emiliki bany: egatif), yan ampak pada

agama, akat maupu Rasulullah

nya te rdaP nbnl Ecp ALR(EG

karena (

wisata, Ka
waktunya terbatas.

3.3.2 Nikah di Bawah Tangan

A, Dzarrin al-Hamidy, Nikah Mut’ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif, (Al-
Qanun, Vol. 11, No. 1, 2008) h. 217
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Nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat,
tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi
pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh

akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Istilah nikah di bawah tangan

mengemuka setelahn UU RI No.1 974 tentang Perkawinan berlaku secara

efektif tanggal 1 Oktober 19 2 dasarnya adalah kebalikan dari

nikah yang dilakukan ukum. Sedangka enurut hukum adalah yang

diatur dalam UU Pe uskan, bahwa nikah di
nikah yang
dilakuk A ¢ mempunyai
akuan dan perlindunga
bahwa nikah di bawah kan dengan
pernikahan tersebut ap RI No. 1

ianggap tidak sah karena

suatu p

34

dengan i isi difenomena
yang d 13 eneralisasi
adalah be

Contoh analisis induktif yang dikaitkan dengan nikah wisata, nikah wisata
adalah nikah yang telah diharamkan hukumnya dalam hukum Islam itu sendiri

melalui fatwa MUI, karena adanya beberapa hal yang tidak terpenuhi seperti

*"Darmawati, Nikah Siri, nikah dibawah tangan dan status anaknya (Ar-Risalah, \Vol.10 2010), h. 38-
39
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pernikahan tersebut dibatasi oleh waktu dan juga pernikahan tersebut tidak tercatat
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdapat dalam UU RI No.
1 Tahun 1974, tidak pula tercapai pada tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana
yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21, dan tidak terpenuhi hak dan kewajiban
suami isteri, karena nikah wisata-ini memiliki jangka waktu lamanya suatu
pernikahan tersebut berlangsung, serta pernikahan wisata ini sangat menimbulkan
mudharat khususnya. untuk seorang wanita, jika ia mempunyai anak dalam
pernikahan itu, maka dari manakah ia dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk
anaknya jika bukan dari suami yang: menikahinya. Nikah bukan hanya untuk
bersenang-senang, tapi untuk membina keluarga. Nikah wisata bisa berdampak
penelantaran, mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang melaksanakan
kebaikan, namun apabila dilihat secara menyeluruh nikah wisata ini terpenuhi rukun
dan syarat sahnya suatu pernikahan, hal tersebut dianggap sah sebagaimana nikah
pada umumnya.

Metode pembaruan yang digunakan"MUI dalam menetapkan nikah wisata
adalah metode Qiyas, deduktif dan iinduktif. Dalam artinya yang umum adalah
setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau
menolak atau menghindarkan seperti menolak -kerusakan. Pernikahan jenis ini
mengandung masalah krusial. Tujuan pokok pernikahan adalah untuk menghalalkan
persetubuhan. Sedangkan tujuan tkutannya membentuk keluarga sakinah. Dalam
konteks demikian nikah wisata hanya memenuhi tujuan pokok, dan tidak mencapai
tujuan ikutan. Dalam hal itu, setiap yang tidak sesuai dengan magashid syariah, baik
ashliyah maupun tabi’iyah, jadi terlarang. Nikah wisata bisa berdampak
penelantaran. Dalam hal itu, mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang

melaksanakan kebaikan. Nikah wisata dilarang bukan karena akadnya sah atau batal,
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melainkan karena implikasi dharar (mudarat). Tentu, hal ini memiliki hubungan yang
tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang menuntun bahwa apapun yang dilarang
pastilah mengandung mafsadah dan begitu pula setiap yang diperintahkan pastilah

memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan baik bagi pribadi ataupun terhadap

orang lain dan lingkungan. Secara ka 3 mungkin penilaiannya akan berbanding

terbalik dengan asumsi logi t logika belum tentu memberi

manfaat dan maslahah

menimbulkan mafsada

serahkan sepenuhnya k tan dimana

akal se dan mana

menilai mana yang leb

yang ingkat kata Islam had andatangkan

kemudaratan.>®
uali hanya
hukum posi dan nyata

pelanggaran dan ilegal.

keluarga yang bahagia dan kekal. Kemudian keturunan yang dilahirkan akibat
perkawinan tersebut akan menjadi masalah tentang nasabnya. Oleh sebab itu, si anak

harus rela hidup tanpa pengakuan ayah selamanya. Begitu pula jika terjadi pertikaian

*®Bakri Aj, Umar N, Konsep Magashid Syariah menurut al-Syatibi (Raja Grafindo Persada,
1996), 128
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atau pemutusan sepihak sebelum masa kontrak berakhir, perempuan biasanya
ditinggal begitu saja, tidak ada pertanggung jawaban apapun pada pihak laki-laki.
Pihak perempuan tidak dapat melakukan gugatan kepada laki-laki yang sudah kabur

ke negara asalnya, karena dalam nikah kontrak tidak ada istilah talak dan pusaka

mempusakai antara suami isteri. k n_itu dipaksakan masuk kedalam jenis

pernikahan ini di Indonesiz ang dilarang dan ilegal karena
undang-undang perka onesia tidak me ilah pernikahan sementara

ontrak. Oleh karena ilege aka pelaku dan semua yang

ini sange nya untuk
unyai anak dalam perni manakah ia

hidup untuk anakny suami  yang

hanya untuk bersena k membina

isa berdampak penelantaran, cega sakan harus

timbang mel

PAREPARE

%Bakhtiar, Nikah Wisata; Pendekatan Magashid Al-Syariah Https://Www.Researchgate.Net/
Publication/274277033_Nikah_Wisata_Pendekatan_Magashid_Al-Syari%27ah (11 Mei 2018)
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BAB IV
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAHIRNYA
PEMBARUAN HUKUM TENTANG NIKAH WISATA
4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Fatwa MUI tentang Nikah

Wisata

Nikah wisata lebih di budaya atau tradisi yang dimana

kebiasaan yang diak panyak orang da 1ereka ketahui baik dalam

bentuk ucapan ataupun perbuatan, baik ataupun b
baik da : enegaskan
bahwa berdiri atas
tradisi ubah tidak boleh berlaku lag

peru adisi dalam hal ekono . Perubahan

2bab ahan fatwa di era mo d dilakukan

, int , atau faksimil. Salah seoran

ang lainnya

di Indo ontoh yang muamalah-

yang tidak ak boleh dibatasi

an sekarang dahulu. Fa

nyebab FFNRVEMHE karena

enganggap

erupakan hal wajar karena tradisi.

menikahkan anak di usia pernikahan ini

Sisi pembaruan hukum tentang nikah wisata dilihat pada permasalahan ini
tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. MUl menganalisis permasalahan ini
dengan mempersamakan atau mengqiyaskan dengan nikah mut’ah. Dasar yang

dikemukakan MUI adalah jenis pernikahan ini bersifat sementara karena semata-

50
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mata untuk memenuhi kebutuhan selama wisata/perjalanan sehingga dikategorikan
sebagai nikah mu’aqqat (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah
mut’ah. Itulah sebabnya, permasalahan ini diputuskan berdasarkan sumber hukum

yang juga digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang nikah mut’ah baik dari

al-Qu’ran maupun hadis. an Jh hadis yang dikemukakan dalam
menetapkan fatwa tentang ni pir seluruhnya berkaitan dengan

nikah mut’ah. Dengan

atas menprhﬂaﬁﬁﬁ.ﬂ enusia se

rahmat
dengan menyatakan bahwa: Dan jugadi antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah

Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau

$9Rahmawati, Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam
di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010, h. 195-198

M. Quraish Shihab, al-Qur’an dan Maknanya, (Cet. |; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h.
406.
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isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung
kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya, di antara
kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.

Sementara ulama menerje au memahami kata (z)sJ)) azwaj pada
ayat ini, bahkan ayat-ayat s

mereka, kata (') i/a

i-isteri. Di sini menurut dugaan
a ganti feminim menunjuk
kepada perempuan dan kata (aM) /akum menunjuk kepada maskulin. Sehingga ia
tertuju aklah tepat.
Karena waj dalam

kedudu

um adalah bentuk jama ) antara lain

berarti au d totalitas sesuatu. Pern an manusia

diciptak jeni enjadikan sementara ulama a Allah swt.
tidak enisnya itu
adalah antara lain

ang bukan

pncang dan
sibuk. Da ketenangan
setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan
ketenangan batin. Setiap jenis kelamin pria atau wanita, jantan, atau betina

dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna

62M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 11
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 34
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jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan
bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah
menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan
pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari
sini Allah menciptakan pada diri_mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis
tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari
memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah pikirannya akan
kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan
dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia
perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing
memperloleh ketenangan. Kata (3334) mawaddah dan (4e> L) rahmah. Pemilik
sifat ini menjadikannya tidak rela pasangan atau mitra yang terutang kepadanya
mawaddah, disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia
memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam.*

Pernikahan yang diharapkan-pada surah ar-rum ayat 21 harus memenuhi
beberapa aspek seperti yang telah dijelaskan pada setiap arti kata di atas, untuk
mencapal sebuah rumah tangga yang diridhoi“Allah swt. Nikah wisata yang telah
terjadi pada dasarnya bukan sebuah pernikahan yang dikehendaki pada surah ar-rum
ayat 21'yang di mana nikah wisata semata-mata hanya dilandasi pada pemenuhan
kebutuhan seksual yang hanya sementara, sehingga tidak adanya dasar kasih saying
yang terbentuk pada pernikahan tersebut. Sakinah mawaddah rahmah merupakan
aspek terpenting dalam membentuk keluarga yang kekal dan harmonis. Mawaddah
merupakan jalan menuju terabaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi yang di

mana tidak akan pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi pada hubungan

%3M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, h. 35
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tersebut. Pasangan suami isteri yang menciptakan rasa itu dalam hati, kesediaan
seorang suami untuk membela isteri sejak saat terjadinya hubungan dengannya
sungguh merupakan suatu keajaiban. Kesediaan seorang wanita untuk hidup bersama
seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang telah membesarkannya
dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki
yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam,
semua itu adalah hal-hal yang tidak mudah akan dapat terlaksana tanpa adanya kuasa
Allah mengatur hati‘'suami isteri. Itulah yang diciptakan Allah dalam hati suami isteri
yang hidup harmonis di manapun manusia berada. Dari pengertian tersebut sangatlah
jelas jika pada nikah wisata tidak memenuhi aspek mawaddah, karena nikah wisata
lebih mengutamakan duniawi. Sementara rahmat pada suami isteri lahir bersama
lahirnya anak atau ketika pasangan suami isteri itu telah mencapai usia lanjut, ini
sangatlah tidak sesuai dengan tujuan awal nikah wisata yang hanya akan terjadi
selama suami dalam wisata.
4.3 Analisis tentang Nikah Wisata

Kebutuhan terhadap seksual dapat dipastikan dimiliki oleh setiap orang yang
normal.| Dalam pemenuhan kebutuhan biologis demikian tidak serta merta dapat
dilakukan secara bebas dan jtanpa ‘kendali; Ada aturan main dan etika yang harus
diperhatikan dan prosedur yang mestidilalui. Dalam Islam wadah pemenuhan
terhadap kebutuhan tersebut diberikan jalan melalui fembaga pernikahan. Jika
seseorang menginginkan tetap berada dalam lingkup kemanusiaannya tentu harus
mengikuti tuntunan yang sudah disiapkan oleh Yang Maha Pencipta sendiri.
Sebaliknya, jika lari atau keluar dari jalan tersebut dapat pula dipastikan akan
kehilangan identitasnya sebagai manusia bahkan bahaya bisa jadi akan

mengancamnya. Bahkan tidak hanya dirinya sendiri tetapi meluas kepada orang lain.
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Kebebasan seks adalah salah satu contoh yang di dalam Islam dilarang dan
termasuk tindak pidana berat oleh karena jenis perbuatan ini adalah zina. Perbuatan
ini telah mengancam keberadaan manusia itu sendiri dengan munculnya virus HIV.
Oleh sebab itu, syari’ di dalam hal ini memberikan rambu-rambu kepada manusia
untuk tidak keluar dari tuntunan tersebut. Patut dicermati bahwa kebutuhan manusia
baik bagi kepentingan dirinya sendiri maupun lingkungannya tidak bisa diketahui
secara pasti. Yang mengetahui tentang hal itu sampail kepada kebutuhan yang paling
mendasar adalah Sang Yang Menciptakan. Oleh karena itu, Allah Swt memberikan
pedoman melalui ayat-ayat untuk dipelajari, diikuti, diamalkan dan tidak dilanggar
karena Allah yang mengetahui aturan yang lebih cocok dengannya. Sama halnya
dengan [seseorang yang membeli peralatan mesin, pithak pabrik pasti memberikan
panduan manual pemasangan dan penggunaannya. Agar mesin yang dibeli tidak
salah pasang, penggunaannya tidak keliru dan pemeliharaannya lebih terjamin, maka
si pembeli wajib untuk mempelajari dan mengikuti pentunjuk yang sudah
dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Sebaliknya jika tidak diikuti buku petunjuk itu
dapat dipastikan akan terjadi kesalahan dan pemeliharaan yang tidak tepat dan akan
berisiko kepada kerusakan barang tersebut. Oleh karena itu, Syari® sebagai pencipta
manusia telah memberikan'panduan dan petunjuk kepada manusia termasuk masalah
pemenuhuan kebutuhan biologis. Jikadiikuti panduan tersebut, tentu manusia akan
selamat™ dari ancaman bahaya, tetapi jika keluar dari petunjuk tersebut dapat
dipastikan akan menanggung sendiri akibatnya.**

Panduan yang dimaksud dalam konteks pemenuhan kebutuhan biologis

adalah melalui prosedural pernikahan dan harus memenuhi rukun dan syaratnya.

®Bakhtiar, Nikah Wisata; Pendekatan Magashid Al-Syariah Https://Www.Researchgate.Net/
Publication/274277033_Nikah Wisata_Pendekatan_Magashid_Al-Syari%?27ah (11 Mei 2018)
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Keduanya harus ada di dalam proses pernikahan dan tidak boleh ada yang tertinggal
dari masing-masingnya. Jika terdapat ada yang kurang dari keduanya, maka
pernikahan dipandang tidak sah. Bila keadaan itu yang terjadi jelas menimbulkan

masalah serius secara berkelanjutan. Kemudian keduanya memiliki tanggungjawab

yang besar. Oleh sebab itu, Islam i.aturan yang mesti dipenuhi baik rukun

dan syaratnya. Jika salah pernikahan tersebut dianggap

Dalam n kedua calon memp

a itu adalah haknya. S juga sangat

ng yang dalam keadaa pebani oleh

tuk membela diri. Kedua i dan bersifat
alah untuk
alam hidup
itu, tujuan

entara dan
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.11

5.1.2

Pernikahan wisata telah menjadi sebuah fenomena yang serius di beberapa

negara Islam pada akhir-akhi asuk negara Indonesia yang disebabkan
dalam kehidupan, asal-usul
ahulu, mereka menamai
ini_pernikahan tersebut
merupakan
dan syarat

ernikahan tersebut dini yakati untuk

ata hanya untuk mem ama dalam

ada hakikatnya pernik nakan oleh

laki engan akad yang benar, m syaratnya,

saja istri

ya seperti
i, dan dari

ainnya. Dia

ikah wisata
ang umum
adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti
menarik atau menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.
Pernikahan jenis ini mengandung masalah krusial. Tujuan pokok pernikahan
adalah untuk menghalalkan persetubuhan. Sedangkan tujuan ikutannya

membentuk keluarga sakinah.
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5.1.3 Nikah wisata lebih dipengaruhi oleh faktor budaya atau tradisi yang dimana
kebiasaan yang diakukan oleh banyak orang dan telah mereka ketahui baik
dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, baik ataupun buruk. Itulah sebabnya

ada tradisi baik dan ada yang buruk. Para ulama terdahulu dari berbagai

mazhab menegaskan bahw kan berubah seiring dengan perubahan

fatwa. Fatwa yan berubah tersebut tidak boleh

ahan tradisi

berlaku lagi. onomi, sosial, dan politik.

seorang di

ah menikah

muamalah-muamalah batasnyaa.

oleh teks-teks fikih yan ang berbeda

. Faktor ekonomi juga

pernikahan

a karena masalah ekonomi gap dengan
uga Kedua,

kan anak di

kehidupan
an-saran yang

berkaitan dengan nikah wisata sebagai berikut:
5.2.1 Pemerintah hendaknya menghentikan dan melarang dengan keras bisnis
praktik nikah wisata, dengan cara menghukum pelaku nikah wisata baik laki-

laki maupun perempuan yang melaksanakan nikah wisata.
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5.2.2 Bagi masyarakat agar segera melapor kepada pihak berwajib apabila melihat
praktik-praktik nikah wisata yang ada di sekitar, karena dapat merusak moral
serta generasi penerus bangsa.

5.2.3 Bagi para pelaku nikah wisata hendaknya segera bertaubat dengan memohon

ampunan kepada Allah S inggalkan nikah wisata.

13l
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“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya , Kecuali terhadap isteri-
isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka
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dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka
mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu’minun (23)
: 5-7)
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ari Ali ibn Abi Thali asululla melarang nikah mut'ah

pada Perang Khaibar, juga melarang memakan daging keledai piaraan.”

(Muttafaq 'Alaih)
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Dari lyas ibn Salamah dari ayahnya ia berkata: "Rasulullah SAW
memberikan keringanan (rukhshah) pada Tahun Authas untuk melakukan
mut’ah selama tiga hari kemudian melarang praktek tersebut.” (HR. Muslim)

Joms o @sdss B @l e ) S 0 an ) e
PPI-R RENOI b UPRCSU VP R EIPVALIE I WP PR WP
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an kepada mereka” (HR.
2 '-h < 1 -

e Gie el V) el o g (ST e s el dace s
li K j Ll llah SA tuk
I Karra || a a rang untu
an nikam ulm daging | piaraan”.

Ulama sepakat (ijma') mengatakan bahwa hukum nikah mut’ah adalah haram
untuk selamanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qadir karya
Ibn al-Humam 3/246 - 247, dan kitab-kitab fikih lainnya.

. Atsar Sahabat
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ak men melakukan

1 Umar ibn
izin mut'ah
saya tidak
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enikah kecuali saya ” (HR. lbn
ang shahih)
masukan peserta Munas 7 Juli 2010

pada Allah SWT,
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MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: FATWA TENTANG NIKAH WISATA
Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Nikah Wisata adalah bentuk

pernikahan yang dilakukan denga i rukun dan syarat pernikahan, namun

pernikahan tersebut dinia ntuk sementara, semata-mata

hanya untuk memenu selama dala
Ketentuan Hukum

hukumnya
haram,

satu be

TWA
ISULAMA

KetuaPA R E PA R E Sekret

Prof. Dr.
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